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ABSTRAK

Ayu Apriyana. 201710115184. Penerapan Double track system Pemidanaan
Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pada double track system perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan
narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku
penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Penggunaan double track system dalam perundang-undangan pidana masih
banyak memunculkan kerancuan, menimbulkan masalah ketidak konsistenan
menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan
mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar double track
system dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi
tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten
menganut prinsip double track system. Selain penetapan kedua jenis sanksi
tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada
kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai yang utama, sementara
sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana
selama ini. Adapun rumusan masalah pertama bagaimana pengaturan double track
sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan sistem
peradilan pidana dan bagaimana penerapan double track system terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau library
research (penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan
permasalahan penelitian ini. Pengaturan double track sistem pemidanaan terhadap
pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana terkait
pemberian sanksi bagi pengguna narkotika dalam Undang-Undang sebelumnya
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang
penggantinya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menganut asas double track system berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi
tindakan. Namun, pada kenyataannya hakim lebih sering memberikan sanksi
pidana penjara terhadap pengguna narkotika daripada menjalani rehabilitasi.

Kata Kunci: Double Track System, Pemidanaan, Narkotika.
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ABSTRACT

Ayu Apriyana. 201710115184. Implementation of a double track system of
punishment for perpetrators of narcotics abuse in the criminal justice system.

In the double track system, the formulation of sanctions for narcotics abuse is a
criminal law policy in the formulation of provisions governing the sanctions given
to perpetrators of narcotics abuse, namely in the form of criminal sanctions and
action sanctions. The use of the double track system in criminal legislation still
creates a lot of confusion, giving rise to the problem of inconsistency in
determining the type and form of sanctions for a legislative product, reflecting the
lack of solidity of the foundation used as the basis of the double track system in
legislative policy so far. The determination of criminal sanctions and action
sanctions in legislative policy products so far has not consistently adhered to the
principle of the double track system. Apart from the overlapping determination of
these two types of sanctions in various laws, there is also a tendency to prioritize
criminal sanctions as the main one, while action sanctions are a neglected
sanction in criminal legislation so far. The first problem formulation is how to
regulate the double track system of punishment for narcotics abusers based on the
criminal justice system and how to apply the double track system to narcotics
abusers.

This research method is normative juridical research or library research (library
research, with the data source used in this research coming from written
materials that have relevance to the problem of this research. The double track
setting of the criminal system for narcotics abusers is based on the relevant
criminal justice system The provision of sanctions for narcotics users in the
previous Law, Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics and its successor Law,
namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, adheres to the principle of a
double track system in the form of equality of criminal sanctions and action
sanctions. However In fact, judges more often impose prison sentences on
narcotics users than undergo rehabilitation

Keywords: Double Track System, Punishment, Narcotics.
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“MOTTO”

“Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt”

“Takdir Membimbing Mereka yang Mau dan
Menyeret Mereka yang Tidak Mau
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